PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

Jalan dr. Soetomo No, 42 Batang 51215
Telp. : (0285) 391033, 4493034, 4493035 , Fax (0285} 391206

Ermail ¢ raud@batangkab.gn.id, Web : rsud. batangkab,ga.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BATANG

NOMOR 487.2/ 732/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTAZI [FPID) PEMBANTU

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,

Menimbang :

Mengingat :

a. Bahwa dalam rangks pelaksanaan Sural Keputusan

Bupati Batang Nomor 4£85.2/010/2019 tentang
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten
Batang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID) Pembanitu
di Linglkungan Rumah Sakit Umum Daerah Batang.

b, Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,

maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Batang Tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dekumentasi (PPID)
Pembantu di Linglungan Rumah Sakit Umum Daerah

Batang

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1I Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nemot 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkwngan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 2757);

.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4846);



(I}

3. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah MNomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 11
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 1T Pekalongan
dan Kebupaten Dacrsh Tingkat 11 Batang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

5. Peraturan Pemeérintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukasn Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Megara RBepublik Indonesia Nomor
5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Imformasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah
Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2013 Nomor 34);

8. Peratiiran Daerah Kabupaten Batang Momor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran daersh Kabupaten Batang Nemeor 8);



3. Undang-Undang Nomor 23 tshun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran
Megara Fepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonésia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dacrah Tinglkat 11
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat [1 Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkst [I Batang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
IBA1Y;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
5140);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan
Dolumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam MNegeri
dan Pemerintah Daerah:

7. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah
Kabupaten Batang (Berita Daecrah Kabupaten Batang
Tahun 2013 Nomoar 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Momor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglkat
Datrah  Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomer 8, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 8|




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

9., Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungai
Serta Tata HKerja Eumah Sakit Umum Daerah Batang
(Beritd Dasrah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomaor |;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 62 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Habupaten Batang Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 62 Nomor
2018);

11. Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019
Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik

Pemerintah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKEAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATANG  NOMOR  487.2/772/2021  TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAS! (PFID) PEMBANTU DILINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Batang,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {(PPID)
Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dan tugasnya fercantum dalam
Lampiran I dan II Keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPID)
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagni akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerash Kabupaten Batang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal [£% Februari 2021

DIREKTUR
WM DAERAH BATANG

[ |

Tembusan :kepada¥ih.
1. Bupati Batang, sebagai laporan;
2. Sekretraris Dasrah Kabupaten Batang
3. Penghimpun Keputusan.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BATANG
NOMOR 487.2/ }34/2021
TENTANG  PENUNJUKAN  PEJABAT

FENGELOLA

INFORMASI DAN

DOKUMENTAS] (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BATANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
{PPID) FEMBANTU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BATANG
NO| JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI KEDUDUKAN
1. | BUPATI BATANG Pembina PPID
3. | Direktur Rumah Saiit Umum Daerah Batang | Atasan PPID Pembentu
3. |Kabag Tata Usaha PPID Pembantu
4, |Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretaris

DANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

515‘ Kabid Monitoring . & Evaluasi Koordinator
6. | Ka. Sie Monitoring & Evaluasi Anggota
7. | Kasi Relcam Medik dan Pengembangan Mutu | Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLAGIFIKASI INFORMASI

8. | Ka.Sic Pelayanan Koordinator
9, | Kasi Pelayanan Medis Anggota
Kasi Penunjang Medis & Non Medis Anggota

10,

11.

Ka, Subbag Perencanaan & Keuangan

rﬁngg;ntﬁ

12.

Ka. Subbag Bumah Tangga & Perlengkapan

rﬂgg,ut&

BIDANG FASILITAS] SENGKETA INFORMASI

13, | Kabid Keperawatan Koordinator
14. | Kabid Pelayanan Anggota
15. | Ka.5ie Asuhan & Etika Anggota




LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BATANG

NOMOR 43'?2,.’}',1 1/2021

TENTANG PENUNJUKAN  PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BATANG

Jabatan Dalam PPID |

No Panihantn TugasFungsi
1. |Pengarah Pejabat Melakukan Pembinaan terhadap
Pengelola Informasi pelaksanaan layanan informasi publik;
dan Dokumentasi
[PPID] Pembantu
Melalkukan monitoring dan pengawasan
terhadap pelaksanaan layanan informast
publil;
2, | Atasan Pejabat Mengkoordinasikan sehuruh kegiatan
Pengelola Informasi pelayanan informasi publik di lingkungan
dan Dokumentasi RSUD Batang;

[PFID) Pembantu

Menerima pengajuan keberatan yang
disampaikan secara tertulis oleh pemohon
informasi public serta mengikutl proses
atas senghketa informasi yang diajukan oleh
pihak pemohon;

Melakukan evaluasi dan pengawasan
terhadap pelaksanaan layanan informasi
publik;

3. | Pejabat Pengelola Mengkoordinasikan dan
Informasi dan menghonsolidasikan pengumpulan bahan
Daokumentasi (PPID) informasi dan dokumentasi, Mernyimpan,
Pembantu mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi publik;
-
Melakukan verifikasi bahan informasi
publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi
yang dikecualikan dengan berdasarkan
gturan yang berlakudan Analisa kajian
terhadap data dan informasi terkait;

Melakukan pemutalchiran atau
pembaharuan informasi dan dekumentasi;

Menyediakan informasi dan doloumentasi
untuk diakses oleh masyarakat;

Menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

Menolak memberikan informasi apabila
tidak sesuai dengan ketentuan perundang
undangan;




=

Meminta dan memperoleh informasi dan
unit kerja dilingkungan RSUD Batang

Memberkan perumbangan dan kajian
cakupan pemberian, informasi, TUjuan
permintaan informasi serta mekanisme
pemberian informasi;

Membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi
sesual dr:ngan kebutuhan fugas pokok dan
fungsi organisasi;

Memberikan pertimbangan dan kajian

cakupan pemberian, informasi, tujuan

permintasn informasi serta mekanisme
pemberian informasi;

Membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi

| sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan
| Tungsi organisasi;

Sekretaris Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

| Mengkoordinasikan penyusunan program
| pengelolaan informasi dan dokumentasi;

| Mengkoordinasikan dan
| mengkonsolidasikan pengumpulan

informasi dan dokumentasi;

Melaksanakan koordinasi dalam rangka
publik;

Melaksanakan koeordinasi dalam rangka
pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Pengelolaan informas:
dan dokumentast;

ngﬂdmuuﬂl:mallmn pelayanan informasi
dan dokumentasi.

Pejabat Pengelola
[nformasi dan
Dokumentasi [PPID)
Pembantu Bidang
Pelayanan informasi
dan dokumentasi.

Melaksanakan perencanaan program
dibidang pelayanan dan Pengelolaan

informasi;

Melaksanakan pelayanan informasi dan
Pengelolaan informasi;

pengembangan dibidang minmm dan
dolumentasi pelayanan publik;

Mengelola system informasi dan
dokumentasi;

Menyediakan informasi dan dokumentasi
dalam rangka pelayanan informasi publil;

Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
dan informasi publik.




Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi {PPID)
Pembantu Bidang
Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi

Melaksanakan perencanaan program di
bidang pengolahan data dan dokumentasi

Melaksanakan konsultasi klasifikasi
informasi publik;

Melaksanakan inventarinasi
pengklasifikasian informasi dan
dn:rln.lmmtam;;_

Menyusun pertimbangan tertulis atas
setiap kebijakan dalam rangka memenuhi
permohonan informasi;

Menyiapkan dan memelihara dokumentasi

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Pembantu Bidang
Fasilitasi Sengketa
Informasi

Melaksanakan perencanaan program
bidang pengaduan dan penyelesaian
sengketa informasi;

Melaksanakan keordinasi dalam rangka
E}nmmnan penyelesaian sengleta

Melaksanakan verifikasi, laporan, dan
rekomendasi atas pengaduan atan
keberatan / mediasi /ajudikasi informasi:

Melaksanakan advolcasi penyelesaian

| medissi/ajudilasi informasi,
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